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ABSTRAK

Ketatnya persaingan di era global menuntut adanya insan dan sumberdaya manusia
Indonesia vang cerdas komprehensif. Manusia vang cerdas. sehat. jujur. berakhlak mulia,
berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial vang tinggi. Dalam rangka pembentukan manusia
Indonesia  yang cerdas  komprehensif, pendidikan merupakan wahana wutama untuk
pengembangan sumberdaya manusia vang cerdas dan berkarakter. Sejalan dengan hal itu. upaya
peningkatan mutu pendidikan selalu dicanangkan sebagai prioritas pada setiap rencana
pembangunan bidang pendidikan, baik pada pembangunan jangka panjang, maupun jangka
menengah. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan muotu pendidikan telah banyak
dilakukan, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, peningkatan mutu guru,
tenaga kependidikan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan, serta
pengadaan sarana dan prasarana lainnya. Betapapun begitu upaya peningkatan mutu pendidikan
masih belum menunjukkan hasil vang memuaskan,

Dilihat dari peta penguasaan kompetensi dasar setiap mala pelajaran yang menjadi sasaran Ujian
Nagional di SMA ditemukan adanya kluster-kluster sckolah yang davascrap penguasaan
kompetensi dasarnya tinggi, ada vang sedang dan ada juga vang rendah. Kondisi semacam ini
memeriukan pelacakan lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab belum dikuasainya suatu
kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran yang diujikan guna menemukan pemecahan
masalah untuk upava peningkatan mutu pendidikan SMA di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan fakta di atas, kajian ini dilakukan guna mengetahui: (1) peta kompetensi
peserta didik SMA pada tiap pokok bahasan: (2) mengungkap faktor-faktor penyvebab peserta
didik tidak menguasai pokok bahasan terientu; (3) menemukan model altemnatif pemecahan
masalah yang valid untuk meningkatkan kompetensi pesenia didik; dan (4) merumuskan model
alternatif pemecahan masalah vang akan diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada
masvarakal dengan melibatkan institusi terkait. Penelitian dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota,
di Provinsi Kalimantan Sclatan. Pendckatan penclitian dilakukan melalui tahap: (1) pemetaan
kompetensi peserta didik menurut daya serap tiap kompetensi dasar atau pokok bahasan: (2}
membuat kluster sekolah berdasarkan data dava serap tiap kompetensi untuk mata pelajaran
tertentu; (3) melakukan kajion lebih lanjut daya serap pada setiap kluster sekolah untuk
menemukan faktor-faktor penvebab tidak dikuasainva kompetensi melalui analisis dokumen.
survey, FGD, dan pengembangan altematif model pemecahan masalah; (4) melakukan uji
alternatif model melalui validasi pakar dan dilanjutkan uji publik kepada pemangku kepentingan
vang lerkail.

Berdasarkan temuan data dari berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan, kelemahan
ditemukan terutama pada standar isi dan proses. Saran terhadap permasalahan adalah melalui
pendampingan untuk memperkuat standar isi dan standar proses, dalam bentuk pembelajaran
yang inovatif,
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ABSTRAK

Penelitian degradasi norma hokum dalam kebijakan penpupahan terhadap Pﬁkﬁ_lj_&l'humh di
Indonesia merupakan sebuah sebuah kajian penelitian hokum normative. Fu_:m:iluan hﬂkl_.lm
normative bekerja menganalisis peraturan perundang-undangan yang lﬁrkﬁll dengan objek
yang diteliti, dalam hal ini tentanp upah layak. Bahan hokum yang dikumpulkan dan
dianalisis adalah UUD 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan upah da:}
ketenapakerjaan. Pendekatan analisis bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan filosolis, konseptual, yunidis dan histons.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa degradasi norma hokum dalam kebijakan
pengupahan bagi pekerjaburuh di Indonesia bermula dari penerjemahan UUD 1945 Pasal 33
ayal (3) tentang “upah dengan hidup layak secara kemanusiaan™, yang diturunkan ke dalam
UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Dalam UU tersebut upah layak diartikan sebagai
“Upah Minimum” dan Upah Minimum dimaknai “diarahkan™ mencapai hidup layak, bukan
“berdasar” hidup layak. Norma dalam konstitusi ( UUD 1945) diturunkan ke dalam peraturan
yang lebih rendah derajatnya menunjukkan tidak konsisten. Tidak konsistennya perwujudan
norma tertinggi ke dalam peraturan yang lebih rendah derajainya sebagai akibat politik hokum
kebijakan pengupahan yang belum benar-benar berpihak pada kelompok pekerja/buruh dan
cenderung berpihak pada penpusaha astaupun kepentingan kekuasaan,  Politik hokum

pengupahan di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan berkeadilan
sebagaimana diharapkan dalam konstitusi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tampaknya perlu ada pemikiran perubahan konsep dengan
menggunakan upah layak berdasar keadilan dan kemanusiaan; dengan penetapan upah
minimum yang berstandar hidup layak berbasis keadilan dan kemanusiaan maka dengan
sendirinya akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Nilai-nilai keadilan ity sangat
penting dalam hidup setiap orang dan masyarakat karena keadilan dalam hidup merupakan
sesuatu yang prinsipil, dan jika tidak terjadi adanya rasa keadilan maka sangal mungkin akan
terjadi inharmoni dalam kehidupan, Rasa adil dan atau tidak adi] biasanya bila dilakukan
pembandingan atas sesuatu hal yang dengan hal yang lain. Jika upah minimum yang diterima
pekera/buruh di Indonesia dan dibandingkan kebutuhan biaya hidup yang diperlukan tidak

dapat terpenuhi maka nilai pendapatan para buruh lebil rendah dan jami
. bel
kepastian terhadap terwujudnya kesejahteraan. SRR
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E-flanus;!a {HAMEJ.HEENE Republik Indonesia Mo 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1977 tentang Jaminan Sosial Tenapa Kerja.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan
Pengupahan.

Q.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-

iam;glmnm Temtang Tata Cara Pengusulan Keanpgotaan Dewan Pengupahan
a5l

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Momor 231 Tahun 2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

1. Keputusan Menteri Tenaga Kera dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 tentang
Ketentuan Struktur dan Skala Upah.

12. Keputusan Menten Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kera Lembur.

13. Keppres Nomor 85 Tahun 1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional

i4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-05/Men/" 1989 lentang
Upah Mintmumdi Indonesia,

15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Momaor: Per-01/Men/ 1990 lentang

Perubahan Peraturan Menten Tenaga Kenga dan Tmnsmlgrasi Momor:  Per-
05/Men/ 1989

16. Keputusan Menten Tenaga Kerja Nomor 81 Tahun 1995 tentang Kebutuhan Hidup
Layak.

17. Peraturan Menteri Tenaga Kega Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Upah Minimum
Regional.
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18. Peraturan Mentcri Tenaga Kerja Nomor | Tahun 1999 Tentang Upah Minimum

19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan
Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Momor 1 Tahun 1999,

20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/2005 tentang Komponen dan
Pentahapan Hidup Layak.

Z1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-13Men/2012 tentang Komponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Brigiend H.Hasan Basry Telp/Fax, (0511) 3304914 Banjarmasin 70123
Laman : http!fkip-uniam,ac,id
— —— - — —

5 | AAN KEGIATA
Momor : 640/UNE. L2Z/KLZ008

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda
tangan di bawah inj :

I. Nama * Dir. Chairil Faif Pasani, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP ULM
Alamat : JI. Brigien H. Hasan Basry Banjarmasin
Telpon/Fax (0511) 3304914

Dalam hal ini mewakili Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan ULM, yang selanjutnya discbut
schagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Zainul Akhyar, M.H
Jabatan : Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FEIP ULM
Alamai + JL. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin
Telpon/Fax CCOS11) 3304914

Dalam hal ini adalah Pelaksana Kegiatan Penelitian dengan Judul “Degradasi Norma Hukum Dalam
Kebijakan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh di Indonesia,yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian
Pelaksanaan kegiman ini disebut sehagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dalam hal ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat
Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal |
I.1)  Pihak pertama menyerahkan laporan Penclitian dengan judul “Degradasi Norma Hukum
Dalam Kebijakan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh di Indonesia™,
12)  Biaya Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebesar Rp 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ) yang
dibayarkan bertahap sebagai berikut :
a. Tahap | (80%) dani Rp 20.000.000- = Rp 16.000.000.- dibayarkan setelah
penandatanganan kontrak kerja.
b. Tahap IT{ 20 % ) dari Rp 20.000.000 = Rp 4.000.000,- dibayarkan setelah laporan kegiatan
diserahkan
c. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bank BNI Cabang Banjarmasin
Nomor Rekening : 0201036653
1.3} Jangka Waktu Kegiatan ini ditetapkan selama 92 ( Sembilan Puluh Dua ) hari kalender terhitung
sejak 1 oktober 5.d 31 Desember 2018,
14)  PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain
dalam rangka kegiatan yang sama

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 2

21) PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan berkewajiban menyam pallkan
kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuin pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 (tiga)

eksemplar sesusi format yang berlaku (paling lambat akhir Desember 2018). ‘
Laporan Akhir dissmpaikan paling lambat pada Akhir Desember 2018 sebanyak 3 {tign}

2.2)
eksemplar. -
Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

23)
n. Bentuk/ukuran kertas kuarto

b, Wama merah
Pasal 3

Apabila PIHAK KEDUA bermaksud merubah Pelaksanaan/Judul/Jangka Waktu/Lokasi/Ketua

3.1)
Pelaksana dalam Pelaksansan Kegiatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, Maka
PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubshan tersebut kepada PIHAK

PERTAMA.
3.2)  Perubahan skan dapat dibenarkan bila sudah ada Persetujuan dari PIHAK PERTAMA. _
33) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannyn sebelum Pelaksanaan Perjanjian sclesal,
maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada pejabat baru yang menggantikannya.

3.4)  Apabila terlambat menyerahkan laporan akhir terscbut, akan dikenakan denda sebesar satu
perseribu duri nilai kontrak dari nilai maksimum sebesar 5% dari Nilai Kontrak.
Fasal 4
Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama.

Banjarmasin, | Oktober 2018
Pihak Pertama

Pihak Kedua

1_

Dr. Zainul Akhyar, M.H
NIP 196208061991031002

; %,r Wahyu,Ms,
119550910198103 1005
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LAPORAN
HIBAH PENELITIAN

PROBLEMATIKA PROFES] GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI KALIMANTAN SELATAN

OLEH

Dr. Zainul Akhyar, MH. (NIDN 0006086212)
Dr. Acep Supriadi, M.Pd., MLAP. (NIDN 0011036309)

Dibiayai olch:
Dana PNBF FKIT" ULM
Tahun Anggaran 2018

FAKULTAS KEGURURAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2018

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Judul Penelitian

Ketua Peneliti

8. Nama Lengkap

b. NIDN

¢. Jabatan Fungsional
d. Program Studi

¢. No HP

Angpota Peneliti

a. Mama Lengkap

b. NIDN

c¢. Perguruan Tinggi
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya

Sumber dana

LY Pt
i

-

i,
Prof. Dy It Jf, M3

' :Laggiyrﬁdd;f*""’ﬂfﬁi
9161981031005

HALAMAN PENGESAHAN

: Problematika Profesi Guru Sckolah Menengnh
Atas (SMA) Di Kalimantan Selatan

: Dr. Zainul Akhyar, MIL.

: D0DGOEG212

: Lektor Kepala

: Pendidikan Pancasila dan Kewarpganegarann

- 08 13-4662-8844

: Dr. Acep Supnadi, M.Pd., M.AP
: 0011036309

: Universitas Lambung Mangkurat
: 6 Bulan

: Rp. 20.000.000,-

:PNBP FKIP

Banjarmasin, 14 Okiober 2018
Ketua Tim Pengusul

1=
r. Zainul Akhyar, M1
NIP 19620806 199103 1 002
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ABSTRAK

Penelitian problematika profesi guru sckolah menengah atas di Kalimantan Selatan
bertujuan untuk mengelahui memetakan problematika profesi guru dan menganalisis solusi
permasalahan tersebut yang dihadapi guru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
survey dengan instrument yang digunakan adalah angket dan data penelitian dianalisis dengan
cara deskniptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak guru yang berstatus homorer (30,27%).
Problema lainnya yang juga dihadapi guru adalah adanya kenaikan pangkat dan golongan yang
terkendala. Banyak guru yang mengalami kesulitan untuk bisa naik pangkat dan golongan dan
penyebabnya adalah kesulitan membuat karya ilmiah penclitian tindakan kelas (PTK).
Disamping itu, juga terjadi akibat sulitnya untuk bisa mempublikasikan tulisan ilmiah ke dalam
jurnal online. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi problematika profesi guru secara internal
dilakukan oleh sckolah melalui peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan
kompetensi guru yang dlakukan selama ini sudah cukup baik, karena peranan kepala sckolah
yang selalu memberikan pendampingan dan bimbingan dalam menyusun program semester,
silabus, RPF maupun menyusun evaluasi pembelajaran; demikian juga kepala sekolah yang
selalu melakukan kontrol, memberi motivasi dan dorongan serla memberikan kemudahan
kepada setiap guru memperoleh ijin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan kegiatan
forum-forum ilmiah. Hal yang belum dilakukan oleh sekolah adalah menjalin kerjasama dan
kolaborasi dengan dinas, instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan profesi guru.
Berdasarkan temuan penelitian tersebut disarankan para guru perlu memaksimalkan
kesempatan yang tersedia untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan forum ilmiah
terkail dengan pengembangan kompetensi dan profesi guru. Sckolah juga perlu
memaksimalkan peranan dan pemberian kemudahan kepada para guru untuk dapat mendorong

percepatan kenaikan pangkat dan golongan dalam rangka pengembangan karier dan jabatan
puru. Dinas Pendidikan; perlu memaksimalkan peranan dan kontribusinya dalam mendorong
percepatan kenaikan pangkat dan golongan serta peningkatan profesionalisme guru, LPTK,
perlu mengembangkan program-program yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru
dan peningkatan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terhadap guru secara maksimal

sebagai bagian dari salah satu tugas tri dharma perguruan tinggi. ?
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UiINAS FENUIDIKAN DAN AEDUUATAAN

Komplek Perdaniorma Provinsi Kalimastan Sefatan
Jaian Dharma Praja Il Mo, 1 Trikera Banjarbaru
waballe : disdikbudprovkatiel igod

Barjarbaru, B Agestus 2018
- 070/ 1703 - Set/Disdikbud/2018

el
mpiran - © s
ihal ¢ lzin Penehian™inta Data
Kepada :
¥th.  Dekan
Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
J1. Brigjend. H. Hasan Basry
Di - Banjarmastn
Menindaklanjuti surat Saudari Nomor @ 379w/UNS 1 2/PL/2018 tanggal 16 Juli 2018,
peribal izin untuk melakukan penelitian di SMAN 1 Martapura, SMAN | Gambut dan SMA
Negeri 1 Sungai Tabuk, atas nama :
Mama . Dr. Ealnul Akbkyar, MH
NIDN + D00GDR6212
Nama 1 Dr. Acep Supriadi, M.Pd, MLAP
NIDN ¢ 0011036309
Jurusan :  Pendidikan [PS
Program Studi :  Pendidikan PKn
Judul Skripsi - % Problematika Profesi Guru Sckolah Menengah Atas (SMA) di
Kalimantan Selatan *
Pada prinsipnya :

|. Kami dapat menyetujui dan memben izin melakukan penelitian di SMAN 1 Manapura,

SMAN | Gambut dan SMA N:gm’i 1 Sungai Tabuk. |
7 Penelitian dilaksanankan sesuai prosedur dan norma yang berlaku di SMAN 1 Manapura,

SMAN 1 Gambut dan SMA Negeri | Sungai Tﬂl:ﬂ.lht.
3. Hasil penelitizn harap dilaporkan ke SMA 1 Angkinang dan SMAN | Martapura, SMAN |

Gambut dan SMA Negeri 1 Sungai Tabuk.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

srkalimantan Selatan
5 Pl e js,

==—"—iiefata Tingkat I
NIP 19630501 198703 1 022
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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perantoran Provinsi Ksfimantan Selatan
«/@lan Dharma Praja || Mo, 1 Trkara Banjarban
wobste ; disdikbudiroviatial ipo kd

m
Banjarbaru, BAgusies 2018

0t - 070/ 1702 - SevDisdikbud/2018
gpiran N
hal ¢ lzin Penelition/Minta Data
Kepada
Yth. Dckan

Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
11, Brigiend. H. Hasan Busry

[ — Banjanmasin
Menindaklanjuti surat Savdari Nomor : 3872/UNE.1. 2/PL/2018 tanggal 17 Juli 2018,

poribal 1zn untuk melakukan penelitian di SMAN 2 Kandangan, SMAN | Angkinang dan
SMA Megeri 3 Kandangan, atas nama :

-Nama : Dr. Zainel Akhyar, MI1
NIDN - DO06086212
Nama . Dr. Acep Supriadi, M.Pd, M AP
NIDN 0011036309
Jurusan : Pendidikan [PS
Program Studi ; Pendidikan PKn
Judul Skripsi ;% Problematika Profesi Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di

Knlimantan Selatan
Pada prinsipoya :

1. Kami dapat menyetujui dan memben izin melakukan penelitian di SMAN 2 Kandangan,
SMAN | Angkinang dan SMA Negeri 3 Kandangan,

2. Penelitian dilaksanankan fesuai prosedur dan norma yang berlake di SMAN 2 Kandangan,
SMAN 1 Angkinang dan SMA Megen 3 Kandanpgan,

3. Hasil penelitian harap dilaporkan ke SMA | Angkinang dan SMAN 2 Kandangan, SMAN 1
Angkinang dan SMA Nepen 2 Kandangan,

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sehapgaimana mestinya.

an Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Proansi-kalimantan Selatan

anglﬂl!
130 19870 1 Taa
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. DINAS PEI‘EELDII'{AN DAN KEBUDAYAAN

rioran Provinai Kafimantan Setslan
Jatan Dharma Praja Il Mg, 1 Trikors Banjarbarn
wehsla Gsdikbudprovkabal go id

L
Banj 26 Juki 2018
- - 070/ 1606 - Set/Disdikbud/201 8 e
PL.:i:r;!:J“" - Izin PenelitianMinta Data
Kepada :
Yth, Dekan

Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Keguruan dan Tlmu Pendidikan
Jl. Bngjend. H. Hasan Basry

D1 - Banjarmasin

Menindaklanjuti surat Saudari Nomor : 397/UN8.1.2/PL/2018 tanggal 18 Juli 2018,
perihal izin untuk melakukan penelitian di SMAN 1 Alalak, SMAN 1 Tamban dan SMA
MNegeri | Marabahan, atas nama

Nama  Dr. Zainul Akhyar, MH

NIDN . DO060E6212

Nama : Dr. Acep Supriadi, M.Pd, MLAP

NIDN ;0011036309

Jurusan :  Pendidikan [PS

Program Studi :  Pendidikan PKn

Jedul Skripsi . % Problematika Profesi Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di

Kalimantan Selatan*

Pada prinsipnya :
. Kami dapat menyetujui dan memberi izin melakukan penelitian di SMAN 1 Alalak, SMAN

| Tamban dan SMA Megeri | Marabahan. |
2. Penelitian dilaksanankan sesuai prosedur dan norma yang beraku di SMAN 1 Alalak,

SMAN 1 Tamban dan SMA Negen | Marabahan,
3. Hasil penelitian harap dilaporkan ke SMAN | Alalak, SMAN 1 Tamban dan SMA MNegeri |

Marabahan

Demikian disam}:m.fk-'m untuk dapat d[pl:l'glmakﬂ:ﬂ sebagaimana mestinya,

an Kepala Dinas Pendidikan Dan Kﬂhuda}'ﬂan
Piovinag K alimantan Selatan

: b Tingkat [
NIPTT9630501 198703 1 022
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PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS
BAGI GURL, PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH
DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2019

Qleh

Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H.
Dr. Manik Marlani, MPd
Dira. 5rl Hartini, MS5i

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2019
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LAPORAN KERJASAMA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU, PENGAWAS

Judul Kegiatan

Ketua Pelaksana
Anggota
Anggota

Lama Kegiatan
Biaya Kegiatan
sumber Dana

DAN KEPALA SEKOLAH
DI KABUPATEN TAPIN

: Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru,
Pengawas dan Kepala Sekolah

: Dr. Drs, Zainul Akhyar, M.H.
: Dr. Manik Mariani, MPd
: Dra. 5ri Hartini, MSi

: 2 (dua) Bulan
: Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
: Anggaran Dinas Pendidikan Kab Tapin Tahun 2019
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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian politik hukum wyang dikaitkan dengan
penelitian hukum normative dengan membahas permasalahan, yaitu: 1) Mengapa Politik
hukum penetapan upah minimum berdasar KHL yang terfuang dalam undang-undang
ketenagakerjaan kurang memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan; 2) Bagaimana
implikasi yuridis politik hukum penetapan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan
terhadap peraturan di bawahnya

Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap permasalahan yang dikemukakan,
maka temuannya dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama; politik hukum penetapan upah minimum berdasar KHL yang tercantum dalam
undang-undang ketenagakerjaan yang kurang memperhatikan prinsip keadilan dan
kemnausiaan discbabkan oleh: 1) Masih rendahnya penghargaan dan  pengakuan
kedudukan pekerja/buruh dalam sistem ekonomi Indonesia; 2) pembentuk undang-undang
lebih mementingkan stabilitas ekonomi dari pada persoalan keadilan dan kemanusiaan,
stabilitas ekonomi terjaga bila pengusaha eksis dan salah satu yang menjadikan pengusaha
eksis adalah upah rendah yang secara legal formal benar, tetapi secara substansial kurang
memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan,

Kedua; Implikasi politik hukum penetapan upah minimum terhadap turunan peraturan di
bawahnya, pada kenyataannya berdampak pada makin menjauhkan dari prinsip keadilan
dan kemanusiaan, hal itu dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang ada, seperti: 1)
Permanakertrans No 13 Tehun 2012 tentang kemponen dan pelaksanaan pencapaian KHL
yang menyebutkan bahwa KHL adalah standar kebutuhan seseorang pekerja lajang untuk
dapat hidup layak secara fisik untuk satu bulan. 2) Permenakertrans No 7 Tahun 2013, yang

menyebutkan bahwa Gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk Peta
Jalan.

Berdasarkan kesimpulan temuan penelitian tersebut, rekomendasi yang dapat
dikemukakan dalam rangka perbaikan kebijakan penetapan upah minimum berdasar KHL
agar memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan adalah sebagai berikut: 1) Dalam
rangka kepastian terjaminnya keadilan dan kemanusiaan dalam kebijakan pengupahan,
maka perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan yang tidak jelas/kabur terkait
dengan pengupahan, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan
pemerintah lainnya; 2. Perlu melakukan perubahan paradigma politik hukum yang semula
berorientasi pada hukum positivistic menjadi hukum responsive, sehinggea prinsip
keadilan dan kemanusiaan akan mewamai segenap kebijakan penetapan upah minimum
yang betul-betul sejalan dengan amanah konstitusi.
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Pustaka. 2012,
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Soerjono Sockanto, Sosiologi Hukwm Dalam Masyarakar; Jakarta:  Penerbit
Rajawali Pers, 1982.

Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial.
Cetakan Pertama. Jakarta:PT. Rajawali, 1983,

Soerjono Soekanto. Pokok Pokok Sosiologi Hukum.Jakarta: Penerbit PT. Radja
Grafindo Persada. 1988.

Sekjen MPR, 2003. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konsiitusi.

Surya Tjandra. Politik Upah Minimum. Jakara: Kompas, Terbitan 23 September
2013, Jakarta.

Tatang M. Amirin. Pokok-Pokok Teori Sistem. Jakarta: Penerbit PT. Raja
Grafindo Persada, 2001,

Thomas E David. Nilai-Nilai Dasar di Dalam Hukum, Penerjemah  Yud;
Santoso¥Yogyakarta: Penerbit Palmall, 2012,
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Titon Slamet Kumnia;  Konstitusi Hak Asasi Manusia, Umﬁ:ng-undqﬂg DET;
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republi

Indonesia; Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2014,
Tim Permata Press; Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM); Jakarta: Penerbit
Permata Press; 2012,

Vieta Imelda Cornelis; Konstruksi Hukum Pengaturan Daerah Otonomi Bar
Malang Brawijaya; Disertasi: 2014
Yuvita A.Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum. Yogyakarta: Penerbit

Genta Publishing. 2014, bi
Zainudin Ali;  Metode Penelitian Hukum, Edisi Terbaru ; Jakarta: Pencrbit

Sinar Grafika, Tahun 2014 : Rai
Zainal Asikin dkk. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Penerbit PT. Raja

Grafindo Persada, 2002,
Zainal Abidin.Filsafar Manusia * Memahami Manusia Melalui Filsafat. Bandung
Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Zaeni Asyhadie. Hukum Kerja, Hulkum Kertenagakerjaan Bidang Kerja. Jakarta
PT. Raja Grafindo Persada. 2013,

Peraturan Perundang-Undangan
l. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang

¥

3. Undang-Undang Megara Re
Jaminan Sosial Nasional,

4. Undang-Undang Negara Republik Indoonesia No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 19 Tahun 1999 tentang
Asasi Manusia (HAM). o
6. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang
Dewan Pengupahan.

publik Indonesia No 40 Tahun 2004 tentang Sistem
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9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:
Per-03/Men/l/2005 Tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan

Pengupahan Nasional

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003
tentang Tata Cara Penangpuhan Pelaksanaan Upah Minimum.

11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004
tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004
tentang Wakiu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur,

13. Keppres Nomor 85 Tahun 1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional

14, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-05/Men/" 1989
tentang Upah Minimumdi Indonesia.

15. Peraturan Menteri Tenapga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-01/Men/ 1990
tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
Per-05/Men/" 1989

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 81 Tahun 1995 tentang Kebutuhan
Hidup Layak.

17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Upah Minimum
Regional.

18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum

19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-226/Men/2000 tentang
Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun
1999.

20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/2005 tentang Komponen
dan Pentahapan Hidup Layak.

21, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-13/Men/2012 tentang Komponen
dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Julan Brigjend H.Hasan Basry Telp/Fax. {0511} 3304914 Banjarmasin 70123
Laman ; http//fkip-unkam.ac.id

HONTRAK
PENELITIAN UNGGULAN DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
Tahun Anggaran 2019
Nomor :1040/UNS8.1.2/PN/2019

Pada hari ini Jum'st tanggal Batu bulan Nopember tahun Dua Ribu SBembilan Belas,

kami yang bertandatangan dibawah ini ;

1. Dr.Chairil Faif Pasani. M.8i : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Keguruan
dan Nmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas Lambung
Manglurat, Yang berkedudulan di
Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut
PIHAK FERTAMA;

2.0r.Dra.Zalaul Akhyar. M. H : Dosen Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,
dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan
Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran
2019 wuntuk selanjutnya disebut FIHAERK

HEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secarn bersama-sama sepakat mengikatkan diri
dalam sugstu Kontrak Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan dan svarat

sehagal berkut :
Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang = Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme

5

&
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan

B

9

2.
3.
.,

Pendidikan Tinggi;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak

Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan:
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya

Tahun 2019 . _ ,
12 ?::::’:?; Menteri R-ia:_-.l_. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi H?puh]::k Indonesia J"-_!uE'ln-r
" 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan

kan Tinggi; o i
13. E:rneﬂ.::a: Menstfri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 TFPUI_I 2016
tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian da.n,.lﬂalau Reviewer Penelitian;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingel Republik Indonesia Nomor
erguruan Tinggi;

& Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional P 1 Tin
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Pernturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian }':El-lﬁ:l_“gﬂﬂ B&NEm?:
15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggarar Penelitian Berbas

Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian; o
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TII'II.EE Nomor EEQIMIEPT;“E';:%
tentang Panduan Pelaksanaan Penclitian dan Pengabdian kkepada Masyarakat gi

XII;
18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pcngtmha.nga.n ) Nomor
7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun

Anggaran 2019,

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK EEDUA
menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan
menyelesaikan Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Imu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019 dengan judul * Implikasi

Yuridis Politik Hukum Penetapan upah Minimum di Indonesia®
(2) PIHAK KEDUA bertanggungiawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan
pertanggungiawaban keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 4

Pasal 4

(1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) au:ah.
termasuk pajak.

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibebankan pada Daftar Isi
Pelaksanaan Anggaran (DIPAJPNBP Universitas Lamung Mangkurat. ses

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
a. membayarkan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA:
(2)PTHAK KEDUA mempunyai kewajiban : '
a. PIHAK KEDUA tidek diperbolehkan untuk mengajukan pembi i i
" dalam rangka kegiatan yang sama e SN Rk
- PIHAK HEEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitan dari PIHAK
¢. PIHAK KEDUA sebagai penanggung  jawab/ i
pelaksana  kegiatan  berkewaj
mmmpu;ﬂmn kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan pelaksanaan EEE{E
sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Nopember
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d. Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Februari 2020 sebanyak 3 (tiga)
eksemplar.Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sehagai berikut :
a. Bentukiukuran keras kKiaro
b, Wama merah

Pasal 6

(1] PIHAK PERTAMA skan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara
bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah)
yang akan dibayarkan olch PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sciclah
PIHAK EEDUA menandatangani kontrak tahap pertama penelitian.

b. Pembayaran Tahap Kedua scbesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PTHAK KEDUA sctclah PIHAK KEDUA
menyerahkan Laporan Akhir penelitian etas dana penelitian yang telah ditetapkan
paling lambat tanggal 29 Februarl 2020, i

c. Pembayaran pada Skema Penelitinn Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian
dibayarkan secara bertahap sebesar 70 % dan 30 %,

{2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK
FPERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagad berikut;

Nama : Dr.Drs.Zaloml Akhyar, M. H

Nomor Rekening D0201036653

Nama Bank : BNI Cabang Banjarmasin

Alamat Bank : JLBrigjend H.Hasan Basry Banjarmasin.

(3) PIHAK PERTAMA tdak beranggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak
terbayamya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam
menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat [3).

Pasal T

Jangka wakiu pelakzanaan peneliian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampal
selesai 100%, adalah terhitung scjak Tanggal 01 Nopember 2019 don berakhir pada
Tanggal 29 Febroarl 2020

Pasal 8

(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat
dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dar Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

(2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau
menpgundurkan diri, maka PIHAK EKEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim
Pelakzana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat
persetujuan tertulis dar Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

{3) Dalam hal tidak adanya pengganti kefua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat
ketentuan yvang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas
Negara.

Pasal 9
PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat vang
berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PFh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.
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Pasal 10

1) Hak Hekaynnn [ntelektual yang dihasilkon dor peluksanaon penclitinn diatur dan
dikelola sesuni dengan ketentuan perniumn dan perundang-undangan,

(2) Betiap publikasi, makalah, dan/atnu ekapos dalam bentuk apapun yang berkaitan
dengan hasil penelitian inl wajib mencantumkan Direktornt Jenderal Penguaton Riset
dan Pengembangan Kementerinn Riset, Teknologl, dan Pendidikan Tinggl scbagad

pemberd dana,
{3) Hasil penelitien berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada

instituni /lembaga melalui Berita Acara Serah Terimn (BAST).
Pasal 11

(1) PARA PIHAK dibebnskan dari tanppungiowab atas Keterlambaton atau kegagalan
dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalaom Kontrak Penelitlan discbabkan
atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang
dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

(2] Peristiwa atau kejadian yang dapat digelongkan keadsan memaksa (force majeure
dalam kontrak penelitian inl adalah bencana alam, wabah penyvakit, kebakaran,
perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusd, pemberontakan, huru-hara, serta
adanya tindakan pemerintah dalam bidang ckonomi dan moneter yang secara nyata
berpengarub terhadap pelaksanaan Kontrak Penelltian ini,

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa (force majeurs), disertei
d:pgan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad
baik akan segera membicarakan penyelesalannya.

Pasal 12

(1} Apabila terjadi persclisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan Kontrak Penelitlan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyswarah
dan mufakat.

2) Dnhm hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang
berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin,

Pasal 13

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak
Penelitian ini, maka akan dilakukan amademen Kontrak Penelitian,
Pasal 14

(1} Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan
m Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenal sanksi
administrasi.

(2} Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beru nghentian
pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam m E:mktu 2
{dua) tahun berturut-turut.
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Pasal 15

Surat Perjanjian ni dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

KEDUA

Dr.Dra.Zainul Akhyar.,M.H
NIP 196208061991031002
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Kode™ama Rumpen [lmw : 72 HPFKn
Budang Fokus : Kewarganegaraan Hukum
Klasier Penclitian : Penelitinn Madyn

LAFPORAN KEMAJUAN
DOSEN WAJIB MENELITI

FENGARUH KEBIASAAN DAN BUDAYA MENGEMUDI DI SUNGAI
TERHADAP KETAATAN BERLALU LINTAS DI JALAN RAYA PADA
MASYARAKAT BANTARAN SUNGAL DI KOTA BANJARMASIN

FENELITI

L. Dr, Zainul Akhyar, MH  NIDN 0006086212
I, Mubammad Elmy, M.Pd  NIDN 0025048303

3. Tiara Mia Tala NIM 1810112220007
4. Arrzami Harix NIM 1810112310016
5. Susila NIM 1810112320015

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
0212
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Judul Penelitian

Program Payung Penelitian
Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap

b. NIDN

¢. Jabatan Fungsional

d, Fakultas/Program Studi
&. MNomor HPYSurel

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGG

Pengarub Kebiasoan dan Budaya Mengemudi di Sungai
Terhadap Ketaatan Berlalu Lintss di Jalan Raya Pada
Masyarakat Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin.

. Kewarganegaraan Hukum (Law Citizenship)

: Dr. Zainul Akhyar, MH

: 006086212

: Lektor Kepala/ [Vb

: FKIP/PPKn

+ 082251281881/ zainulakhyari@ulm.ac.d

Anggota Penelita
a, Nama Lengkap Muhammad Elmy, M.Pd
b. NIDMN 00025048303
¢. FakultasProgram Studi FEIF/PPEn
d. Mahasiswa yang Terlibat : 3 orang
Lama Penelitian Keseluruhan : O Bulan
Biaya Penelitian Keseluruhan @ Rp 30.000.000,00
Hiaya Penelitian
- diusulkan ke Universitas Rp 30.000.000,00
Banjarmasin, Desember 2022
itas Lambung Mangkurat Ketua Penalir >
-

(

" ——

A,
Dr. Zainul Akhyar, MII
NIP 19620806 199103 1 002

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
I ' L
i

& !

Prof. Dr. Ir. Daning Biyatmoko, M.Si

NIP-19680507-199303 | 020
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RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Lemahnya kesadaran masyarakat techadap peraturan
- u-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga
= <hirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat, Kurang sadarmnyn masyarakal dalam hukum
= 2u-lintas dapat dilibat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas
=» pengendara motor di Kota Banjarmasin.
Pendekatan penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dan
—nast dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data
=211 menggunakan kriteria dan kategori kategori dari Karetekin.
Hasil penelitian akan ditindaklanjuti dalam bentuk publikasi ilmiah yang diimplementasikan
e program pengabdian masyarakat dan penelitian lanjutan. Luaran penelitian mencakup
-~ xasi pada jurnal nasional terakreditasi.

i
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JI. Brigien H. Hasan Basry Banjarmasin - T0123 Telp. [0511) 2305240, 3342709 Fax, (0511) 21305240

SURAT PENUGASAN
Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Manelitl dengan Skema Pemblayaan PNBP Universitas
di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
KLASTER 2 (PENELITIAN MADYA DAN KAJNAN GEMDER)
Nomaor ; 024.153/UNS.2/PL/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022), kami yang
bertandatangan di bawah ni -

1. Dr. Totok Wianta, 5.51, M.51 . Pejabat Pembuat Komitmen {PPE], dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Dr, Zainul Akhyar, M. H ¢t Dosen Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan Universitas
Lambung Mangkurat, dalam hal Ini bertindak sebagai Ketua
Pelaksana Penelitian Dosen. Wajib Meneliti Tahun 2022
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

- 5K Rektor Nomor : 604/UNB/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketus dan
Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masvarakat Universitas Lambung Mangkurat
Perinde 2015 - 2013 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 = 2023;

- DIPA  Universitas lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nemor : 5P DIPA -
023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021;

- 5K Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomar : 458/UNB/PG/2022 tanggal 28 Maret 2022
Tentang Penetapan Pefaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan
PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022

- 5K Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor @ 348/UNS/KP/2022 tanggal 18 Februar 2022
Tentang Pembentukan Komite Penilalan Dan Reviewer Proposal Program Dosen Wajit Meneliti
[PDWM| Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung
Mangkurat Tahun Anggaran 2022,

- 5K Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1921/UNS/KU/2021 tamggal 22 Desember 2021
Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Kevangan di Ongkungan Unbversitas
Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022,
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PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan dirl dalam suatu
FPenugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dialur dalam pasal-
pasil sebagal berikut:

Pasal 1
Pelaksanaan Penugasan

(1] PIHAK PERTAMA menugaskan kepadz PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Mama _ Judul Fakultas u::::l';:}
1 Dr. Zainid Akhyar,  Pengaruh Kebiasaon dan Budaya Mengemudi  FRIP 30.000.000,-
M.H di Sungai Terhadap Ketaatan Berlalu Lintas di
ir':d“"m'"“ By, Jalan Raya Pada Masvarakot Bantaran Sungai
;.I ______________ ” di Keta Banjarmasin.
dst

(2] PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat I sebesar
Rp. 30.000.000,- [Tige puluh jufao rupioh] melalul Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor .
5P DIPA =D23.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021 kepada PIHAK KEDUA;

i3] PIHAK KEDUA beranggunglawab penuh ates pelaksamaan Penelitian, Pengadministrasian,
Pembelanjaan dan Pelaparan Keusngan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada syat 1 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

[4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapst melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
make PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara
mielalui PIHAK PERTAMA,

Paszal 2
Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencalran Dana

Dana Penelitian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 dibayvarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada BlHAK
EEDLIA secara bertahap dengan ketentuan sebagal berikut:
1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu 70% x Rp. 30.000.000,- =
Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juto rupioh), setelah PIHAK KEDUA menandatangani kentrak dan
mengumpulkan |
1 [satu) eksemplar Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Revisi dilengkapi dengan RAR
70 dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk hordeopy dijilid Soft
Cover Laminating [SCL);

= Mengunggah soficopy Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti  Revisi dan RAB
Pelaksanaan Penelitian pada link yang disediakan LPPM;

- Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Momor Rekening pada Bank yang
ditentukan cleh PIHAK PERTAMA.
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7. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu 30% x RAp. 30.000.000,- =
Rp. 5.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan
7 [dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap | (70%), SPTE dan Tahap 11 {30%);
2 [dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
7 (dua) eksemplar Laporan Akhir datam bentuk hardeopy dijilid Soft Cover Laminating (SCL):
- Mengunggah softcopy Laporan Akhir dan Luaran lainnya (sesual ketentuan untuk klaster
penelitian yang dilaksanakan) pada link yang disediakan LPPM;
- Kewajiban lain sesual dengan proposal yang disetujul pendanaannya.

Pasal 3
Pembayaran Melalul Rekening PIHAK KEDUA

[1] Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas
nama PIHAK KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagal berikut :

Mama : Zainul Akhyar
Momor Rekening  : 0201036653
Mama Bank BN

[2) PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan blokir saldo
sejumiah dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK

KEDUA belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
{3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggunglawab alas ketieflambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumiah
dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA

dalam memberikan data rekening.

Pasal 4
Pajak, Materal dan Blaya Lalnnya

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak sesun dengan ketentuan yang berlaku;
{2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini
menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluas! Penelitian

{1) PIHAE KEDUA wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitizn kepada
PIHAK PERTAMA sesual dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penefitian Program Dosen Wajib

Meneliti LPPM LILM;
(2] PIHAKPERTAMA melakukan Menitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA;
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o
; (3] Ketentuan lebih lanjul mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh PIHAK
PERTAMA,

Pasal &
Luaran Penelitian

{1} PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhl Luaran Fenelitian yang telah ditetapkan dalam Propesal
Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM
ULM Tahun 2022;

{2} PIHAK KEDUA berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal
dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan
undangan dan sertifikat).

Pasal 7
Pelaporan Penelitian

(1} PIHAK KEDUA wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan
Penelitian;
(2} PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada PIHAK
PERTAMA;
[3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut
- Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BCHP Tahap | paling lambat dikumpul pada
tanggal 30 September 2022; '
- Laporan Keuangan 30%, BCHP Tahap I, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal
15 November 2022,

{4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a} Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
c) Untuk hard copy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai aleh :
DIPA Unlversitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor : 5P DIPA - 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendldikan dan Kebudayaan
Sesual dengan 5K Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UNE/PG/2022
Tanggal 28 Maret 2022

{5) Ketentuan lehih lanjut mengenal Laporan Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 8
Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan
apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Aektor Universitas Lambung Mangkurat melalui PIHAK
PERTAMA.

Pasal 9
Pelanggaran Kode Etik limlah

11} Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik iimiah;

12} Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitisn sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan
adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinvatakan batal dan PIHAK
KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diserima,

Paszal 10
Pemberlan Sanks|

(1) ﬂ-ﬂibl:!! sampal dengan batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA belum memenuhi
kewajibannya maka PIMAK KEDUA dapat dikenakan sanks| oleh PIHAK PERTAMA;
{2) Sanksi yang dimaksud pada ayvat {1) ditentukan oleh PIHAK PERTAMA,

Fasal 11
Kepemilikan Hasil Penslitian

(1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universi
Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undan :E“"H

(2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat vang dibeli dari kegiatan ini I:;[;'l &
Universitas Lambung Mangkurat, dan penyershan dari Peneliti ke Universitas Pt rmifik
dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima, & Manghkurat

Pasal 12
% Penyelesalan Persefisihan

(1] Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PE
RTAMA dan PIHAK KEDUA o
g ; . alam Surat Penugasan
= :::m:m I:fennlitmn Irfl akan dilakukan penyelesaian secary musyawarah dan mufakat, dan apabila
Fm!;tr;ﬂl F::'!'Elﬂaaﬂ secara musyawarah dan mulakat maka penyelesalan dilakukan melalis
um cengan memilih tempat di Pengadilan N i i
tingkat pertama dan terakhir: e SAnmasin, o i
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’
({EIJ Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemuian hari
antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pazal 13
Addendum dan Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan

bagian tak terpisalkan dari sural perugasan inl,
{2} Surat Penugasan Pelaksanaan Penclitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermateral cukup sesual

dengan ketentuan yang berlasu.

PIHAK PERTANA FIHAK KEDUA

Or. Totok Wianta, 5.50, M.5i Dr. Talnul Akhyar, M.H
MIDN 000405 7808 HIDH 0O6DBEE212

I". e T _'I 1
N —'@'ii;';ir;ﬁf Pasani, M.Si
L NIDk f0080R6503
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IDENTITASDAN URAIAN UMUM

1. Judul Pendlitian

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA PEGAWAI
HONORER DAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN

SERTA PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
KEMANUSIAAN:  “STUDI PEGAWAI HONORER DI
LINGKUNGAN  UNIVERSITAS  LAMBUNG  MANGKURAT
BANJARMASIN”
2. Tim Pendliti
. . Alokasi
Bidan Instansi
No Nama Jabatan Keahliagn Asal ' Waktu
(jam/minggu)
1 | Dr. Zainul Akhyar, MH | Ketua Pendidikan | Universitas | 10 jam/minggu
Pancasila Lambung
dan Mangkurat
Kewarganeg
araan  dan
[Imu Hukum
2 | Muhammad EImy, M.Pd | Anggota | Pendidikan | Universitas | 10 jam/minggu
Pancasila Lambung
dan Mangkurat
Kewarganeg
araan

1. Objek Pendlitian
Pegawai honorer di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat
2. Masa Pelaksanaan

Mulai
Berakhir

: Maret 2023
: Juni 2023

3. Usulan Biaya PNBP Universitas Lambung Mangkurat
Tahun ke 1

4. Lokas Pendlitian

5. Mahasiswayang Terlibat: Tiga (3) orang mahasiswa yang sedang mmenyusun proposal tugas
akhir (skripsl) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan atas nama: Siti Naimah, Khairurrasyid, Ngatun

: Rp 18.000.000,-

: Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan

Sa’idah.




6. Temuan yang ditargetkan:
Anadlisis yuridis perjanjian kerja pegawa honorer dan hak memperoleh pekerjaan serta
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:
Ditemukannya akar masalah perjanjian kerja pegawai honorer dan hak memperoleh pekerjaan
serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

8. Rencanaluaran

a. Jurna nasional terakreditasi (Minimal Sinta4)
b. Bahan Ajar Perkuliahan



ABSTRAK

Problematika tenaga honorer muncul setelah lahirnya Undang-Undang Aparatur Spil Negara
Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yang mengisyar atkan penghentian
tenaga honorer di instansi pemerintahan. Tujuan dari penelitianini adalah 1. Untuk mengetahui proses
dan is perjanjian kerja yang ditandatangani para pihak ditinjau dari aspek yuridis bagi tenaga
pegawai honorer di lingkungan ULM 2. Untuk mengetahui hak bekerja dan memperoleh
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan bagi tenaga honorer di lingkungan ULM ditinjau dari
aspek yuridis, dan 3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi tenaga honorer dalam
menjamin status masa depan bekerja di lingkungan ULM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif dengan paradigma penelitian kualitatif. Sampel penelitian ditetapkan secara acak terhadap
tenaga honorer untuk memper ol eh data yang kredibel. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi
untuk menghimpun bahan-bahan hukum, selanjutnya teknik wawancara untuk menghimpun data empiric.
Hasil pendlitian menemukan bahwa dari proses da nisi perjanjian kerja status masa depan bekerja tenaga
honorer masih belum jelas. Meski demikian, tenaga honorer sampai saat ini masih tetap ada secara
factual. Penghasilan yang didapat tenaga honorer jumlahnya masih di bawah standar upah minimum.
Hal itu sebagai akibat tidak adanya aturan tentang penggajian dan pemberian gaji hanya dengan
pertim,bangan kemampuan anggaran keuangan yang ada sehingga penghasilan yang diperoleh belum
dapat mencukupi standar kebutuhan hidup layak. Selanjutnya upaya perlindungan hukum bagi tenaga
honorer tidak ada ditemukan secara yuridis terkait dengan kepastian masa depan bekerja. Berdasarkan
hasil pendlitian ini, perlu direkomendasikan kepada sejumlah pemangku kepentingan dalam mengatas
masal ah status masa depan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan agar tidak menimbulkan
gejolak sosial, politik , hukum dan ekonomi sbb: (1) membuat regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah.
Pendekatan hukum dalam mengatasi masalah tenaga honorer meruapakan jalan terbaik untuk keadilan
dan kemanusiaan. (2) setiap instansi perlu mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi tenaga honorer
dalam bentuk perpanjangan bekerja dengan sistim “perjanjian kerja” seraya menunggu lahirnya
Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang status masa depan bekerja bagi tenaga honorer. Hal
itu dimaksudkan agar terdapat ada kepastian yang dapat menciptakan ketenagan kondisi dalam bekerja
bagi paratenaga honorer.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KERUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOG]
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPALA RAASYARAKAT
JU. Brigien H. Hasan Basry Banjarmasin - TO123 Telp. (0811) 3306240, 3302789 Fax [0511) 3105240

SURAT PENUGASAN
Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBF Universitas
di Lingkungan Universitas Lambung Manghurat Tahun Anggaran 2023
KLASTER PEMULA
Nomor: 066, 118/UNB.2Z/PG/2Z023

Pada harl inf Jum’at tanggal Dua bulan Juni tabun Dua Ribu Dua Pulub Tiga (02-06-2023), kaml yang

bertandatangan dilawali bnl 2

1. Rakhman Farisi, 5.T ¢ Pejabat Pembuat Komitmen (PPE), dalam hal int bertindak
untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkural untu k
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Zainul Akhyar, M.H. . Dosen Fakultas Kepuruan dan limu Pendidikan dalam hal ini
bertindak sebagal Ketua Pelaksana Penelitian Program Dosen

Wajib Meneliti Tahun Anggaran 2023 untul selanjutnya disebut
sebagal PIHAK KEDUA,

Berdasarkan pada :
SK Reltor Nomor : 604/UNB/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentlan Ketua dan

Sekretaris Lembaga Penclitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Manghkurat
Periode 2015 - 2019 Dan Penpangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Peripde 2019 - 2023;
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021
023.17.2.677518/2023 tanggal 30 November 2023;

: 615/UNB/PG/2023 tanggal 31 Mei 2023

8K Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor ;
Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pemblayaan

PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023;

SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 579/UNB/PG/2023 tanggal 02 Mei 2023
Tentang Tim Komite Penilaian Dan Reviewer Seminar Proposal Program Dosen Wajib Meneliti
(PDWM) Dengan Skema Pemblayaan PNBP Universitas DI Lingkungan Universitas Lambung
Mangkurat Tahun Anggaran Z0Z3;

5K Rektor Universitas Lambung Manghkurat Nomor : 1299/UNB/KU /2022 tanggal 26 Desember 20022
Tentang Penctapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas

Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023,

Momor : SP DIPA =

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama - sama sepakat mengikathkan diri dalam suatu
Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-

pasal sebagal berikut :
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Pasal 1

- -.{ 1] PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut :

Jumiah
No Nama Lenghap Judul Fakultasz Data (Rp.)
1. Dr. Zalnul Akhwvar, M.H Amalizis Yuridis Perjanjinn Kerja KIF 1 EL KK DR =
2. Muhammad Eliny, M.Pd Pegawai Honorer dan Hak
ga Memperoleh Pekerjaan serta
A= Penghidupan yang Layuk Bagl

(2] PIHAK PERTAMA menyerankan dana penclition sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sehesar:
Rp. 18000000- [ Delapan Belas futa Rupioh Rug melalui Daltar Isian Pelaksanaan Anggaran [DIFA]
Nomor : SP - DIPA SP DIPA - 023.17.2.677518/202 3 tanggal 30 November 2022 kepada PTHAK KEDUA:
{3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministmsian, Pembelanjaan dan
Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berfaku;
{4) Apahila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakanPenelitian sehagaimana dimaksod pada ayat {1) maka
PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana vang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK

PERTAMA,

Pasal 2
Cara Pembayvaran dan Mekanlsme Pencalran Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari Total Dana Penelitian [100%] yaitu : 70%  Rp. 18.000.000,-

= Rp.12.600.000,- { Dua Belas futa Enam Ratus Ribu Rupiah Ruplah .,  setelah  PIHAK KEDUA
menandatangani Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian PDWM TA 2023 dan mengumpulkan :

- 1 [satu) eksemplar Revisi Propoesal Penelitlan Frogram Dosen Wajlb Menelitl sesual Klaster yang disetujui
dilengkapl dengan RAB 70% dan 30% dari dana vang disetujul dalam bentuk hardeopy dijilid Soft Cover
Laminating {SCL):

- Mengunggah soficopy Revisl Proposal Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti yang dilengkapl RAB dari
dana yang disetujui untuk pelaksanaan penelitian ke Aplikasi DASIKU LPPM sebelum tanggal 23 Mel 2023

fam 23.59 Wita;
- Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Neo Rekening pada Bank vang ditentukan oleh

PIHAK PERTAMA;
2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari Total Dana Penelitian (100%) yaltu : 30% x  Rp, 18.000.000,-

=  Hp.5400.000,- ( Lima jute Empat Rotus Ribu Ruplah K setelah PIHAK KEDUA menverahkan ¢

- 2 [dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap | (TO%), SPTB dan Tahap 11 [ 30%);

= 2 (dua) cksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;

- 2 [dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk hardcopy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);

- Mengunggah softcopy Laporan Akhir dan Luaran Wajib (sesuai ketentuan untuk Klaster yang disetujui] di

Aplikasi DASIKU LPPM paling lambat tanggal 15 November 2023 jam 23.59 Wiia;
- Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.
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Pasal 3
Pembayaran Melalul Rekening PIHAK KEDUA

i 1] Dana Penelltion sebagalmana dimaksud dalam Pazsl 1 tersebut dilrayarkan muedalud rekening atas wama PIHAK
KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sehagal herfkut

Mama o Lainmul Akhvar
Nomor Rekening ¢ ENEI036A6ET
Nama Bank : BHI

[2) PIMAK KEDUA memberikan kuasa penub kepada PIHAK PERTAMA untule melakukan blokir saldo sefumlah
dana yang telah dibayarkan olel PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabils PIHAK KEDUA befum
memenuhi sepala kewajiban dan persyaratan pencairan;

(1) PIHAK PERTAMA tidak hertanggungiawah atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana seha-
gaimana dimaksud datam ayvat [1) tersebut yang disebablan karena kesalaban PIHAK KEDUA dalam memberi-
Han duta rekening.

Pasal 4
Pajak, Materal dan Biaya Lainnya

(1) PIHAK KEDUA berkewajlban membayar pajak sesaal dengan ketentuan yang berlao;
{2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Sural Penugazsan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi belan
PIHAK KEDUA sesual dengan ketentuan vang beriaku,

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi Penelitian

(1) PIHAK REDUA wajib menyampaikan Laporan hemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitin kepada PIHAK
PERTAMA sesual dengan ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelltion Program Doesen Wajib Menelit

LPPM ULM;
(2) PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penclitian kepada PIHAK KEDUA.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasl Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal &
Luaran Penelitian

(1) PFIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetaplan dalam Proposal Penelitian

sesual dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajibh Meneliti LPPM ULM Tahun 2023,
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minim al dipresen-

tasikankan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan {dibuktikan dengan Undangan dan
Sertifikat).

Pasal 7
Pelaporan Penelitian

(1) PIHAK KEDUA wajib membuat Bukn Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian:
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan Kenangan 70% dan 30% kepada PIHAK PERTAMA:
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_atas waktu pelaporan adatah sebagal berikug -

- Lapotan Remajuan, Laporan Kevangan 70% din BEHP Tahag § dikwmpul i Subbag, Program LPPM ULM
paling lambat tanggal 19 September 2023 jam 16.00 Wita, dan diunggab i Aplikasi DASIKU LPPM
paling lambat tanggal 30 September 2023 jam 23.59 Wita;

Laporan Keuangan 30%, BCHP Tahap 11, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul di Subbag. Progam LPPFM ULM
paling lambat tanggal 15 September 2023 jam 16.00 Wita, dan diunggah di Aplikasi DASIEU LFPM pailng
lambat tanggal 15 September 2023 jam 23.59 Wita.

[4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenubi persyaratan berikut :

) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,53

b} Bentul/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesual ketentuan;

¢} Untuk hard copy dijilid Soft Cover Laminating [SCL);

d] Dibawah haglan cover depan ditulis :

Dibiayal oleh:
DIPA Universitas Lambung Manglourat Tahun Anggaran 2023
Nomar: SP - DIPA SP DIPA - 023.17.2.677518,/2023 tanggal 30 November 2022
Universitas Lambung Manghurat
Kementertan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehknologl
sesual dengan $K Relitor Universitas Lambung Mangiurat Nomaor: 615/UNB/PC /2023
Tanggal 31 Mel 2023

{5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laparan Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pazal B
Perubahan Susunan Personalla Tenelitian

Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelittan dapat dibesarkan apabila telah
mendapat persetujuan tertulls dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalul PIHAK PERTAMA.

Pazal?
Pelanggaran Kode Etik Himian

(1} Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etlk flmiah;

{2) Apabila di kemudian han ternyati judul Peneliian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya
pelanggaran kode etik ilmiah, maka keglatan Penelitian tersebut dinyatakin hatal dan PIHAK KEDUA wajlb
mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10
Pemberfan Sanksi

(1] Apabila sampai dengan batas wakts yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA belum memenuhi kewajibannya maka
PIHAK KEDUA dapal dikenakan sanksi oleh PIHAR PERTAMA;

(2} Sanksi vang dimaksud pada ayat [1) ditentukan olch PIHAK PERTAMA.
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Pasal 11
Kepemilikan Hasll Penclithin

[1) Hak Kekayaan Intelektual [HEI) yang dilvasilkan dari Pelaksanaan Penelltian menjadi milik Universitas Lambning

. -undanp-undangan;
Mangkurat, diatur dan dikelola sesual dengin peraturan dan perun _ . —
(2) Hasil Kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibell dari keglatan inl -'dﬁl::ht':r‘l“l':"-r |P.[:n .:1::1".”1.
Lambung Manpkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkorat difatak [

Berita Acara Serah Terima [BAST)

Pasal 12
renyelesalan Persellsihan

: an Pelaksanaan
[1] Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Sun:l_:]t::;;f:h[:,:f.:l:r;::;ﬂ_
Penebitian ind akandlakukan Fp.nwlﬁm.;m secars musyawarah dan mu ek, cham aps l: -1'.: .. m,nﬂ;n remilih
lesalan secara musyawarah dan mufakat maka pcnyuil.n-ﬁalnhilll:lkl.lk;l.n mefalul proses hukun
tempat di Pengadilan Neperi Banjarmasin, schagaf upaya hukum tngkat perts
(2] Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Pepugasan Pelaksanaan Ponelitian
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,

wmia dam terakhir;
ini diatur kemudian harl antars

Pasal 13
Addendum dan Penutup

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Fenelitian ini diatur kemudian antara I’IH:!I.I:';'r
PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk Addencum dan merupakan baglan tak

terpisahikan dari surat penugasan ink;
(2] Eurl!:ar. Penugasan Pelaksanaan Penelltian Inl dibuat rangkap 2 {dua) dan bermaterai cukup sesual dengan

ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

« falnul Akhyar, M.H
NIDN 0006086212
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LAPORAN PENELITIAN

KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM MENCEGAH KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN BASAH (KARHUTLA), DI DESA PANCA KARYA
KECAMATAN MANDASTAN, KABUPATEN BARITO KUALA

Dleh
Dr. Drs. Zainul Akhyar, MH
Muhammad Elmy, M.Pd
Mastur, MPd

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
BANJARMASIN
2024
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I"il':ﬁ].'ﬂfll'lﬂ_u}hﬁ III.IFHI.I."I WARGA NEGARA DALAM MENCEGAH KEBAKARAN
i Ir‘h_?'ﬁ‘ rl!'.-\.h l.:n'i:llatﬁ BASAH (KARHUTLA). DI DESA PANCA KARYA
KECAMATAN MANDASTAN, KABUPATEN BARITO KUALA

Oleh:
Zainul Akhyar, Muhammad Elmy, Mastur

ABSTRAK

Laporan penlitian ini ditulis berdasarkan kagian empurik terhadap situasi yang terad
dengan kebakaran hutan dan lahan basah. Kebakaran hutan dan lahan sering teqjadi dan terus
berkelanjutan pada saat setiop musim kemarau, pada dasamya dischabkan olch dua hal,
pertama adanya pembukaan lahan baru dalam rangka perluasan areal lahan pertanian yang sda:
kedua akibat adanva kecerobohankelalaian warga pada saat beraktifitas pada musim cuaca
terik (kemarau), vaitn membuang puntung rokok secara sembarangan dengan tindak
mempentimbangkan akibat yang ditimbulkannya.  Akar persoalan yamg menycbabkan
fenomena kebakaran hutan dan lahan adalah masih rendahnya kesadaran hukum warga negara.
Rendahnva kesadaran hukum itu disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan warga yang
bertempat tingeal di sekitar kawasan titiketitik kebakaran. Selanjutnya rendahnya kesadaran
hukum itu juga dischabkan kurangnya sosialisasi dalam menumbuehkan kesadaran; sosinlizasi
vang dilakukan aparat pemerintah terkait cenderung tidak terstruktur, tidak massif dan
berkelanjutan. Rendahnya kesadaran hukum ini diperkuat lagi dengan kondisi ckonomi warga
dimana tingkat pendapatan mereka relatif rendah sebagai petani.  Hal ini makin member
dampak pada cara mereka dalam mengelola hutan dan lahan terkait dengan aktivitas periaman.
Cara-cara lama yang mudah, praktis, cepat dan tdak berbiaya tinggi akhimya masih dilakukan
dengan cara membakar dalam mengolah lahan pertanian, akibatnya berdampak pada rusaknyn
lingkungan dan mempengaruhi terhadap kesehatan wirga masyi rakat. Schubungan dengan itu
maka untuk melakukan penanggulangan kebakomn hutan dan lahan perlu tindakan nyvata eleh
aparat pemerintah terkait dalam dua hal secara beriringan; pertama tingkatkan sosialiasi dalam
rangka menumbuhkan kesadaran hukum dan kedua lakukan perbaikan ckonomi warga yang
bertempat tinggal di sekitar kawasan titik-titik kebakaran hutan dan lahan.

1 terkait

Kata Kunei: Kesadaran Hukum, Warga Negara, Kebokaran Hutan dan Lahan

A. Latar Belakang

Fenomena kebakaran hutan dan laban (karhutla) di Indonesia setiap tahun selalu tegadi
secara berulang. Karhutla tersebut tegjadi pada setiap musim kemaran vang buasanya dimulas
pada bulan Juli sampai bulan oktober. Berhagai upaya yang dilakukan olch Pemerintah Pusar
dan Daersh serta  Badan Penanggulangan Bencara Nasional dan Daerah dalam rangka
menangeulangi bencana kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan, seperti me lakukan
pemadaman secara langsung daerah yang menjadi titik-tutik karhutla dengan menggunakan
mesin-mesin penvemprotan: penggunaan helicopter melalut udama serta pcng,gumnﬁ pesawat
dalam rangka penabumn garam untuk menciptakan hujan buatan. Langkah tersebut terus
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGRURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. Brigien H. Hasan Basrv bootak Pos 219 Banjarmasin 70123
TelpFax - (0511) 3305240
Laman ; hip ! Ippm,ule eeod

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PROGRAM PENELITIAN WAJIB
DENGAN SKEMA DOSEN WAJIB PENELITIAN (PDWM)
FPEMBIAYAAN FNEP UNIVERSITAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2024
Nomor : 1090.214/UNB.2/PG/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Duas Ribu Dua Puluh Empan ((03-
06-2024), kami vang bertandatangan dibawah ini ¢

1. Muhammad Iyas, §.T. M.T : PPejpbat Pembuat  Komitmen  [PPK)
dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Lembaga Penelitian dan
Pengalddian RKepada  Masyambkal
Universitas  Lambung Mangkurat,
vang berkedudukan i J1L Brigjend H.
Hasan Basry  Hanjarmasin,  untuk

selanjutnya dischut PIHAK
PERTAMA;
2. Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H. : Dosen Fakullas Kepuruan dan Himuo

Pendidikan  Universitas  Lambung
Mangkurat, dalam hal ini bertindak
=i bagai pengustl dan Keua
Pelaksana Program Penclitian Wajib
Dengan Skema Pembiavaan PNBP
Umniversitas  Lambung  Mangkurat
Tahun 2029 untuk seclanjuinya
flizebul PIHAK HEDUA.

Berdasarkan pada :
- 85K Hektor Nomor @ O0V7/UNS/KPf2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyvarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 - 2023 Dan
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Lambung Mangkumt Periode 2023 - 2027;

- 38K Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1293 /UNB/PG/2024
Tanggal 27 Mei 2024 Tentang Penctapan Pelaksana Penelitian Program Dosen
Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayann Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024;

SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor @ 1086/UNS/ G /2024
tanggal 18 April 2024 Tentang Tim Reviewer Internal Penelitian Universitas
Lambung Mangkurat Periode 2023/ 2024,

- SK Rektor Nomor: 1261 /UNB/ PO /2024 Tanggal 19 April 2024 Tentang Reviewer
Internal Seleksi Subtansi Program Penelitian Wajib Dengan Skema Pembiayaan
PNBIP Univeritas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024
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SK Rektor Universilas Lambung Mangkurat Nomor @ 1067 /UNBFKU /2029
tentang Perubahan Kedun Atas keputusan Rektor Universitas Lambung
Mangkumt Nomor O037/UNE/RKU/2029  tentang  PMenctapan Bendahom
Pengeluammn Pembantu Sumber Dana Hantuan Operasional Pergurunn Tingei
Negen dan Pendapatan Negam Bukan Paek Tingkat Rektornt, Lembagn,
Fakultas don Program Stuci o Lingkunean Universitas Lambung Mangkoart
Tahun Anggaran 2024
Daftar Isian Pelaksanaan Angenran (DIPA] Universitns Lambung Mangkumt
Badan Lavanan Umum Universitas Lambung Mangkumt Tahun Angearan 2024
Momaor: 8P DIPA-023.17. 2677518/ 2024 Tangenl 29 November 2023

- Panduan Penelitian dan Pengabedinn Kepadn Masvarakat Internal Universitas
Lambung Mangkurat 2024 [tangeal 01 April 2024).

= Feraturan Hektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 3 Tahon 200249
tentang Penelitian dan Pengabedian Kepoda Masvarnkat di Lingkungin
Universitas Lambung Mangkurat

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secarn bersama-sama sepakat mengikatkan
diri dalam suatu Surat Perjanjian Penugasan Progeam Penelitinn. Wajib dengan
Skemn  Pembinvann PNBP Univerites 14 Lingkunpgan  Universitas Lambung
Mangkurat Tahun 2029 dengan ketentuan dan svaral-svarnl sebggi berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup

PTHAK PERTAMA memben pekerjnan kepacdn PTHAK KEDUA an PIHAK KEDUA
menerima pekenaan tersebut don PTHAK PERTAMA, untuk melksanakan dan
menyelesaikan Program Penelinan Wajih Denpan Skemn Pembinvaan PNIP
Univeritas i Lingkungan Universitas Lambung Mangkurnt Tahun 2024 denpgan
judul Kesadaran Hukum Warga Negura Dalam Mencepgnh Kebakarnn Hutan Dan
Lahan (Karhutln) Gambut DI Desa Panca Karyn Knbupaten Barito Kunla Provinsi
HKalimantan Selntan.

Pasal 2
Dann Penelitian

(1) Besarnva dana untuk melaksanakan Program Penelitian Wajib denpan judul
schapgaimana dimnksud pareds Pasal 1 adalah sehesar
Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah] sudah termasuk pajak.

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dibebankan pada -Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Umiversitas Lambung Mangkurat Badan
Lavanan Umum Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024 Nomor:
Nomor; 5P DIPA-023.17.2.677518/ 2024 Tangeal 24 November 20023

Pasnl 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penclitian

(1) PIHAK PERTAMA nkan membayarkan Dana Penelitian kepads PIHAK KEDUA
secar bertahap dengan ketentuan schagai berikut:
. Pembavaran Tahap Pentama sebesar 70% dar total dana Penelitinn waitu

70% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah) vang diproses dan akan dibavarkan olech PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA sciclah PARA PIHAK membual dan melengkapi
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rancangan  pelaksanann  Penclitian - yang memuat  judul  Penclitian,
pendekatan dan metode Penelitian yvang digunakan, data : j:.'ﬂﬂg akan
diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Penelitian berupa
luaran yang akan dicapnai, :
b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian vaitu 307
x Rp. 15.000,000,- = Rp. 4.500.000,- [Empat Jutm Lima Ratus Ribu
Rupiahj, akan diproses dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA sctelah PIHAK KEDUA
1. Mengikuti monitoring dan cvaluasi yang dilnksanakan pada pada
Seminar Nasional Lahan Basah atau International Conference on Wetland
for Sustainable Development Goals

2. Menverahkan Sural Pernvataan Tanggung Jawah Belanja T0% (SPTJB)
vang asli selambat-lambatnya tangeeal 02 September 2024,

3. Mengunggah File Laporun Kemajuan Pelaksanaan, Catatan Harian 70%,
Laporan Keuangan 70% di aplikasi DASIKU tanggal 02 September 2024.

{2} Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat |1} akan disalurkan pleh
PIHAK PERTAMA kepada PTHAK KEDUA ke rekening sehagal [arikeni:

Mama o ZAINLUL AKHYAR
Momor Rekening T 0201036653
Mama Bank : BHNI Cabang Banjarmasin

(3] PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan danfatau tidak
terbavarnya sejumlah dana sebagiimana dimaksod pada avar [1) vang
discbabkan karena kesalnhan PIHAR KEDUA dalam menvampaikan data nama
bank, nomor rekening, dan persvaratan lainnva vang tidak sesuai dengan
ketentuan,

Pasal 4
Jangkn Waltua

Jangkn waktu pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai
selesni 100%, adalah terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal
16 Desember 2024.

Pas=al 5
Target Lunran

(1] PIHAK KEDUA berkewsjiban untuk mempreseniasikan hasil Penelitian dalam
Seminar Nasional atau Conference Internasional vang dindakan oleh LPPM ULM
Tahun 2024

(2] PIHAK KEDUA berkewnjiban  menvelesaikan  luaran hasil  Penelitian
sehagnimana tercantum dalam Panduan Penelitinn dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Internal Universitas Lambung Mangkurar 2024 selambat-lambatnva
sampal dengan langgal 15 Desember 2025, '

|31 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan dan pencapaian

target luaran sebagaimana dimaksud padn avat (1] d :
farget padi ayvat (1) dan avat (2) kepada PIHAK
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Pasal &
Hak dan Hewnjiban Para Pihak

(1] Hak dan Kewnjiban PTHAK PERTAMA:

A. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA Juaran
Peneliinn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana Penelitinn kepada
PIHAK KEDUA dengan jumlah sehbagnimana dimaksud dalam Pasal 2 avai (1)
dan dengan tata carn pembayaran schagnimana dimnksud dalam Pasal 3

(2] Hak dan Kewnjiban PTHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak menerimn dana Penelitinn dard PTHAK PERTAMA
dengan jumiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

b, PIHAK KEDUA Berkewajiban untuk bertanggungiawab dalam penggunann
dana Fenelitinn yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan vang telah
disetujui;

. FIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepadn PTHAK PERTAMA
laporan pengpunaan dana berupn soft file vang merupakan hasil sean asli dari
dokumen fisik yang sudah disusun dan i upload pada Apliknsi DASIKU
sebagaimana dimaksod dalam Pasal 3

d. PIHAK EKEEDUA berkewsjiban  menvimpan  bukt-bukt  asli  laperan
penggunaan dana selama 20 mhun dan apabila diperlukan jika ada
pemeriksaan audit bersedia untuk menvinpkan laporan pengeunaan dana
terebut,

e. Materai dan Biava lainnva vang berkaitan dengan Surat  Penugasan
Pelaksanaan Program Penelitian ini menjadi beban PIHAK KEDUA scsuni
dengan ketentuan vang berlaku.

Pasal T
Laporan Pelalksanoan Penelitinn

(1] PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menvampaikan kepada PIHAK PERTAMA
berupa laporan kemajuan (70% dan laporan akhir [100%) mengenal linran
Penelitian dan laporan Keuangan sesual dengan jumlah dana viang diberikan
oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang
ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

(2} PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernvataan teleh menvelesnikan
seluruh pekeraan yang dibuktikan dengan pengungeahan  pada Aplikasi
DASIKU yaitu Laporan Akhir, Log 1laran, SPTJB dan Bukti Kemajunan Luaran
schagaimana tercantum dalam Panduan Penelitian dan Penpabdian Kepada
Masyarakat Internal Universitas Lambung Mangkurat 2024 pada akhir tahun
2024 Tanggal 16 Desember 2024,

{3] PIHAK KEDUA Penyerahan Hardeopy Asli SPTIE 100% paling lambat tanggnal
16 Desember 2024

(4} Laporan hasil Penelitinn sebagaiman terscbut pada aval [4) harus memenuhi
ketentuan schagai berikut:

a. Bentukfukuran kertas Ad:
b. I3 bawah bagian cover ditulis:
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Dibinyai oleh:
Universitas Lambung Mangkurat .
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran {D1PA} Universitas Lambung

Mangkurat Badan Layanan Umum Universitas Lambung Mangkurat Tahun
Anggaran 2024 Nomor: SP* DIFA-023. 17.2.677518/2024
Tanggal 29 November 2023,

Pasal B
Monitering dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam mangka pengawnsan LPPM ULM akan rﬂrn:::lnl:uka;
Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan I'rqgmm Penclitian Waji
Tahun Anggamn 2024 waktu ditententukan tlikemudian har,

Pasal 9
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanann

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program
Penelitian Wajib ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis
dari Lembaga Penelitian dan Penclitian Universitas Lambung Manghkurat.

Pasul 10
Penggantian Ketua Pelaksana

[1) Apabiln PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan
Program Peoeliian Wajib ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan
pengeanti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada
FIHAK PERTAMA.

[2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti
ketua sebagaimana dimaksud pada avat|l), maka PIHAK HEDUA bersedia
mengembalikan dana Penelitinn kepadn PIHAK PERTAMA vang sclanjutnva
disetor ke Kas Negara. '

PERTAMA.

Pasal 11
Sanlksi

(1] Apabila sampai dengan batas waktu vang telah ditetapkan untuk melaksanakan
Penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA Lelum menvelesaikan
tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, laporan akhir, dan Laporan
Keuangan maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa
penghentinn pembayaran, pengembalian ke kas negara uang vang sudah
dibavarkan oleh PIHAK PERTAMA dan diterima oleh PIHAK KEDUA dan tidak

dapat mengajukan proposal Penelitinn dalam kurun wakty dua tahun berturut-
turm.
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{21 Apabiln PIHAK KEDUA tidak dapal mencapsi target luaran sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, makn kekurnngan capainn target luaran ie rsebut akan
dicatat scbagni hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA vang apabila
tidak dapat dilunasi olch PIHAKX KEDUA, akan berdampak pada kesempatan
PIHAK KEDUA untuk I'[l{‘.n[h‘l.i:lFtlkIHl F““‘l““““" Fy=qneslitiad o fibah ill‘il'll'l:ﬂl
vang dikelola olelhh PIHAE PERTAMA,

Pasal 12
Pembatalan Perjanjian

enelitinn sebagaimana dimaksud
dengan Penelitian lain dan/atau
i atau perbuatan yang

(1) Apabila dikemudian hari terhadap judul P
dalam Pasal | ditemukan adanyn duplikasi

ditemukan adanva ketidak jujuran, itikod tdak bik, o
tidak sesuai dengan kaidah ilminh dar atau dilakukan aleh PIHAK KEDUA,

maka perjanjian Penelitinan ini dinvatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib
mengembalikan dana Penelitian yang telah diterdma keparda PIHAK PERTAMA
vang sclanjuinya akan disetor ke Kas Megara,

(2) Buku setor scbagaimana dimaksud ponib
PERTAMA

ayatl (1] disimpan oleh PIHAK

Pasal 13
Laporan Keuangnn dan Kewajiban Pajak

{1} Hal-hal dan/atau segala sesuatu VANE berkenaan dengan kewajiban pajik
berupa PPN dan/atau PPh menjadi iangpungjinwah PIHAK KEDUA dan harus
dibavarkan olch PIHAK KEDUA ke kantor pelavanan pajak selempat sesuai

ketentuan yang berlaku.
a. Pembelian barang dan/atau jasa vang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

[PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan Pajak Penghasilan [PPh) 22 sebesar
1,5% (satu koma lima persen)
b. Belanja honorarium yang dikenakan PP’h Pasal 21 dengan ketentuan:
1. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NFWP untuk golongan 111, serta 6%
{enam persen) bagi vang tidak memiliki NPWP,
2. Untuk golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
c. Pajak-pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yvang berlaku,
(2] PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak vang
telah disetorkan dan melampirkan pada laporan penggunaan dana.

Pasal 14
Peralatan dan/alat Hasil Penclitian

Hasil Pelaksanaan Penelitinn ini yang berupa peralatan dan/atau alatl vang dibeli
dari pelaksanaan Program Penelitian Wajib ini adalab milik Negara yang dihibahkan
kepada Univesitas Lambung Mangkurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pazml 15
Penyelesninan Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan perjanjinn inl akan dilakukan penayelesaian  secara
musyawarah dan mufakat, dan amizla tidak tercapai penyelesaian secara

musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilalukan melalui proses
hukum.

Pa=al 16
Lain-lnin

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Penelitian dengan judul tersebut di atas
belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian
lainnva, baik vang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan
atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri. . .

[2) Segala sesuatu vang belum cukup diatur dalam Perjanjan ini dan
dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan f-h‘hl Fﬁﬂ-ﬂ
PIHAK, moka perubshan-perubahannya aksn dinur  dalam  perjanpan
tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada h?}ri dan
tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermatera cukup

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, vang masing-masing mempunyai
kekuatan hukam vang sama.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Drs. Zninul Akhyar, M.H.
NIP. 196208061991031000

~MENGETAHUI

hambung Manghkurat,

rof. Birdtirdt, §.8i., M.S¢.,Ph.D
NIP, 197708202005011006
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EEMENTERIAN PENDIDIEAN, KERUDAYAAN, RISET, DDAN TEENOLLK]
LINIVERSITAS LAMBUNG MANGEURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
N Brigien H, Hasan Basry Katak Pos 219 Banjarmasin 70123
Telp/Fax : (0511) 2305240 Laman © MYPERLINK "hitgp:/fTopm ulrm ac.id”

|;|1F"'.'i];|_ L ailem ac el

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS
Yang bertandatangan di bawah ini :
a. Mama (lengkap dengan gelar) i Or, Tamul Akbyar, M.H
b. Tempat/tgl. Lahir : Barabai, 0B Agustus 1962
. NIP + 19620R061991 031002
d. NIDN : DDG08E212
e. Pangkat, Golongan Ruang . IVl Permbina

f. Jabatan fungsional terakhin/KUM  : Lektor Kepala
9. Fakultag ¢ Keguruan dan limu Pendidikan
b, Jurusan/Program Studi Home Base : P.IPS/ PPEn

l. Alamat Rumah » JI. HKSN Komp. B No 2 Banjarmasin
1. Nomor Telepon 4+ Riemah

HP 082251281851
k. Judul Penelitian : Kesadaran Hukum Warga MNegarm Dalam  Mencegah
Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Gambut DI Desa Puntik Tengabh Kabupaten Barito ¥ualz
Provinsi Kalimantan Selatan,

Lengan ini menyalekan dengan sesungguinys el luisatiftiated yang seya muat dalam ka

- - er
irriah ini Ihuhan merupakan hasil plagiat dan apablia i kemudian hari diketemukan dokumen/data
terindikasi adanya penyimpangan/pemalsuan paca bagian tertentu, saya bersetia menerima sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pl Rl L L] g T e
-.-1..|'.|'.I|=.u-- T pﬂrﬂ}':.,.,.... 4] EI'F =H:= ﬂﬂu-,ﬂr‘- Flcﬂ‘urﬁwhnyz famm o i) F::..r-\..-:.-\. ﬂ:r sl-qu.p.....
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Juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantarmasing 03 i 7074

Dasen yang bersangkutan,

Dr. Zainui ankhyar, M,
NIP 1962080619910310072
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

I LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4. Brigien H. Hesan Boary Banjsrmasin - T0123 Tedp. {0511] 3305280, 3302780 Faz, {B511) T304740

SURAT PERNYATAAN LUARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah im:
» Dr. Zainul Akhyar, M H

Nama
NIP/NIDN . DOG0OBG212

FakultasProd : FKIP/ PPEn

Tim Penelitian . L (Muhammad Elmy, M.Pd) (NIDN, 0025048303)

2, (Mastur, M Pd) (NIDN. 0015078705)

Sclaku penerima bantuan pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Penelitian dengan Skema
ambung Mangkurat Talun Anggaran

Pembiayaan PNRP Universitas di Lingkungan Universitas L
2024 vang berjudul Kesadaran Hukum Warga Negara Dalam Mencegah Kebakaran Hutan
Dan Lahan (Karhutla) Gambut Di Desn Puntik Tengah Kabupaten Barito Kuala Provinsi

Kalimantan Selatan menyatakan SANGGUP untuk
L. Memenuhi kewajiban mengikuti Seminar Nasionai [ahan Sasah LEFR ULM Tahun 2024,
2. Menyelesaikan luaran wajib Penelitian Tahun 2024,

3. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Internal vang diselenggarakan oleh LPPM ULM.

Demikian pernyataan ini dibuat dan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan vang

berlaku.

Banjarmasin, 03 Juni 2024

Yang menvatakan,

Dr. Zainul Akhyar, M 11
NIF. 19620806199163 1602
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KEMENTERIAS PENDITHEAS, KRB DAY A AN,
KISET DAS TEESOLAM,]
- UNIVERSITAS LAMBLNG MANGEL EAT
L EMBACGA PENELITEAN DAN PESCGABIEAN EFFAT WMESFLRAT S
A1 inrbgpers i, Pmnuy aary Maviaremye o FRITEE Tolp METE) PRGEIAS BRTED es el 1 et

SURAT PERNYATAAS TASGH D SGIAWAR M TLAK

Yooy bertanda tanpan di boewnhi i
[, Lannul Akbyae, M4 H

Mama
MNIMN fifstaman | 3
Tubatan Fotun

Menyatakan bohwa saya bertanpgungjawab penub stay penpyuniss dasn fastaas
Pelaksanaan Program [Dosen Wapth Penclan (PLWA) Dengan Skeme Pemdarg sas

PNBF Untversias di Lingkunpan Uniceratas | pembong Mengkora [ b &y sl as
2023 vang herjudul Kesadaran Hukum Warga Segara Dalam Mencegal Beliakaran

Hutan Dan Lahan (Karhatis) Gambat 16 Desa Pantik Tengah Kshupaten Barits
Kualn Provinsi Kalimantan Selatan dan biaya sehesar fp 17 000 000 (1 irma Belas

Mt Rupahi)

Bukti-bukty transaksi atas penpponaan dang lerwehut disimpan seupn) betentunn yan
berlaku pada l.embaga Penehtion dan Pemgabdinn kepada Masvaravat aceersitas
l.ambung Mangkurat untuk kelengkapan admmistras dan beperfuan pemenk sean sparat

pengawasan funpesional
Demikinn pernyataan ini kami buat dengan sehenar-henarmyia

Hanjarmasin, B3 Jum 204

Foetum Torm

R ] /
t (] '] —_—
I l-ul'l"l!l;l.lI|I

TisaF
ETET AL e

I Zmonul Akhvar, 3 H
ML UiiflikhZ | 2
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Meninthang ©

Mengngat

Marsetazhan

PERTAMA

KEDUA

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDICHEAN TINGG
UNIVERSITAS BRAWLIAYS

KEPUTUSAN DEKAM FAKULTAS HUKLIM UMNERSITAS BRAWIJIAYA
Homee 827 TAHUM 2017

TENTANG

DOSEN SEBAGAI PENGLUUI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR LML HUKLM
FAKULTAS HUKUM UKIVERSITAS BRAWLIAYA

DEXAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIIAYA

Bafa wnluk menurgang kelancaran pendidikan pada Program Dokbor Umu Hukum Fakoias Hukum Urdsersitas
Branwijaya, perfu diletapkan lonaga pengajar di i dan & dalam Engiungan Universilas Brawsaya uniuk menguji
mahasizea S-1 Program Daklor limu Hukum,

I, Undang-Uindang Memer 20 Tahun 2003 eenlang Sislem Penddian Masional (Lembaran Megara Hepublic
Indanesia Tahun 2003 Nomer T8, Tambahan Lembaran Regara Repubik Indanesia Memar 2301);

2. Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2012 fentang Pendidkan Tinggi {Lembaran Megara Repubik indanesia Tahun
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Megara Repubiik Indonesia Nomor 5338);

3, Peraturan Pemerinlah Nomor 50 Tahun 1899 lentang Pendidikan Tinggt {Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 1995 Mamaor 115, Tembahan Lembaran Megara Republik indenecia Noenar 3250);

4,  Fepulmsan Mamen Negara Pendayegunasn Aparatur Negara RI Nomar SITIENSANT36T, 1erggal 31 Jurs 1837

{eniang Angka Krede bagi Jabatan Tenaga Pengajar Pergunian Tingge

£, Kepulwsan Mendiknas Momor 232A02000 lenfang Pedoman Pelsksanaan Penpusunan Kuskulom Pendidkan
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,

B, Kepulusan Manbar Pendidikan Nasional R Nemor 0EQ02002 tenlang Statuta Universites Brawiaya,

T, Kepulusan Mendines Nomor (4502002 taniang Kuriulum irti Pendadikan Tinggi,

f. Peratwan Rekior Uriversitas Brawiaya Momar 3% Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawiaya
Tahun Akademik 201672017,

b, Kepitusan Rekior Uisiversilas Brewijaya Momor 57 Tahun 2015 [enlang Pengangkatan Dekan Faoulias Hiswm,

10. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitis Brawijaya Nomar 1167/SK FH2016, tanggal 22 Desember 2016
bentang Pedoman Penyelenggasaan Pendidikan Program Doldor Iy Hukuen UniversZiss Brawjaya Tahun
Aadernd 20672017,

MEMLITUSKAN

KEFUTLISAR DEKAMN FAKLILTAS HUKUM UNIVERSITAS ERAWLIAYA TENTARS DOSEN SERAGAI FENGLLUI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

F.imugmhm Kepada
Dr. Zainul Akhyar, MH,
maml : Fakultas Hubum Universitss Lambung Mangiurat
Sebagai Penufl mahasiswa Program Dobtar imis Hukum Fakultas Hukum Universitas Braaijaya
MNama i Sl Awaliyah, 5.Pd., 5.H., M.Ham,
T D 1AToinIn0111043
Prodi : Dokbor lma Hubum

¢ Kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab unduk menghadiri dan menguji mahasiswa yang

disebutan pada kegiatan Ullan Disertasi

¢ Keputusan ini barlaku sejak langgal detapkan, dan akan diadakan parubahan sepedunya epabia lemyata lemdapat

kedebnuan di datam penetapannya

20003l 21 Agusts 2017
ADEEAN EAR: '-TASJ-H.IHUM
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DISKRIMINAS) USIA BAGI PENCARI KERJA DALAM SUATU
HUBUNGAM KERJA YANG BERKEADILAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

CIiSERTASI

Oleh:

Siti Awallysh
NiM 137010100111012

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017
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DISERTASI

DISKRIMINAST USIA BAGI PENCARI KERJA
D!'LJL;I:I-! SUATU HUBUNGAN KERJA YANG BERKEADILAN
NJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dieh :
5itl Awaliyah
NIM: 137010100111013

Tm“&'mm,,' ahankan di depan majelis penguji dalam Ujian Akhir
(Terbuka) pada tanggal 21 Agustus 2017
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Promotor

Pro

Malang, 21 Agustus 2017

i Mengetahui :
ag Brawijaya Program Doktor Ilmu Hukum
: A Ketua,
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KATA PENGCANTAR

Puii syukur kehadimt Tuhan Yong Maba Fsa atas scpala impahan rahmad dan
hidayahnya schingen penulis dapat menyelesaikan  penelitian dengan  judul
“Diskriminasi Usia bagi Pencari Kerja dalam Suatu Hubungan Kerja yang Berkeadilan
Ditinjau dari Perspehtif Hah Asasi Manusia™ Penyelesaian penclitian ini tidak lepas
dari bantun dan dukungan dari berbogai pilak. Pencliti mengucapkan terima kasih
kepada:

I- Dr. Rachmad Safaal, SH, MSi Dekan Fakultas llmu Hukum Universitas
Brawijaya sekaligus Ko Promotor 2 yang iclah memberikan izin bapi penulis untuk
melakukan penelitian seria memberikan arahan dan bimbingan dalam penyclesaian
disenasi,

3. Dr. Abdul Rachimad Budiono, 5.H, M.H selaku Ketua Program Studi Program
Doktor mu Hukum sekaligus Ko Promotor | yang telah membenkan arahan dan
bimbingan dalam penvelesainn disertasi,

. Prof. Dr, Suhariningsih, §.H, 5.1, selaku Ketua Promotor yang telah melvangkan
waktu dan tenaga umuk membernikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian
disertas,

4. Tim penguji, Prof. Dr, Suhariningsih, $.H, S.U, Prof. Dr. A, Rachmad Budiono, Dr.
Rachmad Safa’at, 5.H, M.Si, Prof. Dr. Sudarsono, 5.H, M.S, Profl. Dr. Tohir Luth,
M.A, Dr. Budi Santoso, 5.H. L.LM, Dr. Sihabudin, S.H.MS.

5. Dr. Zninul Akhyar, MH, penguji tamu dari Universitas Lambung Mangkurat,
tenma kasih atas kesediaan, kehadiran, dan saran-sarannya untuk perbaikan
diserasi.

6. Dosen Fakultas Hukum yang telah mencurahkan ilmu selama menempuh Propram
Doktor limu Hubum, yaitu: Prof. Dr. Sudarsono, S.H, M.5, Prof. Dr. Isrok, S H.
M.S, Prof. Dr. Thohir Luth, M.A. Prof. Dr. | Nyoman Murjaya, S.H, M.S, Dr. Jazim
Hamidi, 5.H, M.H, Dr. Iwan Permadi, 5.H, M.H, Dr. Ali Syafaat, S H, MH, Dr.
Istislam, S.H, M.H, Dr, Prija Jatmiko, SH,MS, Dr. Bamban B Sugin, 5.H, M_§, Dr.
Sthabbudin, 5.H, M.S, Dr. Moh. Fadli, $ H, M.H, dan Dr. Budi Santoso, S.H, LLM

7. Prof. Dr. H.A Rofi'udin, Rekior Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. Hariyono,
M.Pd, Wakil Rektor I, Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd, Dekan Fakultas llmu Sosial, Drs,
Suparlan Al Hakim, M.Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah

wii
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RINGRASAN

Awalwah, S, 2017, Disvkriminasi Usia Bagl Pencarl Kerfa dalam Swatu Hubungan
Nerfa yang Berbeadilan Ditinfan dari Perspehtif Hak Avasi Manusia
Disertas. Promotor. Prol [ Suhanmnpsih, S H, SU, Ko Promotor | Dr.
Abdul Rachmad Budiono, § H, M I, Ko Promotor 2: Dr. Rachmad Syafa’at,
SH.MS:

Twuan negam Indoncua salahsatunya sebagaumana tercantum dalam Alinca ke-l
Pembukaan Undanp-Undang Dasar Negara Repubhik Indonevia Tahun 1945 adalah
memajuban keiepahteraan umom Upaya untuk memapukan kesepahteraan umum nepara
membenkan jammnan perhindunpan dalam memperoleh pekerjaan vaitu dalam Pasal 27
ayat (2)tentang hak warpa nepara untuk mendapathan pekenyaan dan penpghidupan yang
lavak, Pasal 2E] avan (2) membenkan perlindungan terhadap tap orang dan perlakuan
yang bersifat dosknmman( atas dasar apapun Pasal tersebut membenban petlindungan
terthadap setiap orang dan tindaban didnimemass vang dudasarkan pada semua bal, baik
karena jems belamin, apama, atos soual, ras, pandangan pohink, maupon dasar lamnya
vanp pada dasamya tindaban tersebut berufal nepan! yaitu denpan membedakan,
menpucilkan, melecchban terhadap keberadaan seseorang schinppa menyebabkan
berkurang atau llanpnya kesempatan seseorang untuk mendapatkan haknya. Tujuan
dalam penclitian ini adalah untul menpanalisis (1) keberadaan disknmimasi usia dalam
persyaratan usia makumal bag pencan kerja, (2) sinkromisast ketentuan Pasal 5
Undang-Undanp No 13 tahin 2003 fentanp Ketenapakerjaan denpan ketentuan Pasal
281 Undang-Undang Dasar Nepara Republik Indonesia talan 1945, (3) wujnd keadilan
dan persyvaratan usa makumal bapr pencan kerpa dalam suatn hubungan kerja yang
dilakukan oleh perusahaan

Penchnian im merupakan penchtian hukum {(legal research) denpgan pendekatan
filosofis, konseptual, perundang-undangan, dan perbandinpan. Pendekatan hilosofis
dipunakan untuk menemukan secarn Nilosofis makna disknminasi dan keadilan yang
sctual denpan ypiwa bangsa. Pendchatan konseptual digunakan untuk menemukan
konsep disknminasi usia secara leluh baik. Pendekatan perundang-undanpan dilakukan
denpan menelusun dan menemuban interpretasi tethadap laranpan diskriminasi usia
Pendekalan perbandingan dilakukan denpan menpanalisis undang-undang  ann
disknminasi usia vang berlaku di Amenka Senkal (Age Discrimmation of Employment
Act 1967)dan Australia (Age Discrimination Act 2004). Bahan hukum dalam penclitian
ini terdin dan bahan hukum pnmer, sckunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah
Konvensi 111 ILO tahun 1958, Undang-Undang Dasar MNepara Republik Indonesia
tahun 1945, Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjann, Undang-
Undang No.39 1ahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-
undangan lainnya Bahan hukum sekunder terdin dan jumal, buku referensi, dan
diseriasi yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan diskriminasi. Bahan
hukum tersier terdin dan kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiclopedia yang berkaitan
dengan hukum, Tehnik pengumpulan bahan hukum menppunakan tehnik dokumentasi.
Analisis bahan hukum menpgunakan analisis preskriptif,
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Hasil penetitian adalah perfama, pembatasan usia maksimal 5:‘r:-.'! g:lj ]‘-IEI'E}-'HTI:III‘I“
aval untuk dapat mendafinr schagai calon pekerjn untuk semua jenis |1n!-;nr_]n:mlu
merupakan bentak diskriminasi, Kualitas sumber daya manusin dapat dilihat dari
kondisi fisik, produkuvitas, dan  psikologisnya. Kondisi fisik dipengaruhi nlclh
Keternturan melatih gerak, kebinsann hidup tertib sehari-hari, menjaga kesehatan fisik
(an mental, seria lingkungan yang schat, separ, dan menyenangkan. Produktivitas
dipenganidi oleh fakiar intern dan eksterm, Faktor intern diantaranya: kondisi fisik,
Kesehatan, keahlian, pendidikan, mental, sikap, dan motivasi, Faktor ekstern
diamamnya: lingkungan kerja, hubungan yang baik, kejelasan tugas, promosi jabatan,
imbalan, dan pengembangan dir, Perkembanpan psikologis menunjukkan semakin
banyak usia Sescarang tingkat kematangan berfikir dan perilakunya semakin tinggi.
Dengan demikian pembatasan usia maksimal 25 tahun, 27 tahun, atau 30 tahun tidak
obyektif dan tigak ilmial jika didasarkan pada teori kondisi fisik, produktivitas, dan
E“'k‘:mh“"'ﬂ“" Psikologis. Kedwa, Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.13 tahun
1{1":'3 ¥ang membatasi padn lima macam jenis diskriminasi yang dilarang bagi pencari
hdak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 yang tidak memberikan batasan jenis
dtsknminasin}- - Dengan demikian ketentuan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang
No.13 tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28| ayat (2) UUDNRI 1945 yang
F‘El_ma_“g diskriminasi dalam bentuk apapun. Secara prinsip pembatasan lima macam
Jems diskriminasi yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.13 tahun
2003 telah menyalahi kaidah suan penjelasan karena penjelasan tersebut telah
melahirkan norma baru, Kefiga, persyaratan usia maksimal sebagai syarat utama untuk
melamar Fckn]aan untuk semua jenis pekerjaan adalal tidak adil. Pencari kerja usia
:::i::n:il.:l:k| dapﬂ_l mengikuti seleksi sesuai -:Ir:ngi_ln keahlian, bakal, minat, sikap,

u hal lainnya yang berkaitan dengan kualitas calon pekerjanya. Pembatasan

tersebut Ifiliill: sesuai dengan jiwa dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indon esia
dan kemanusiaan yang adil dan beradab,
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